
 

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 22 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK BERSTATUS 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BARITO UTARA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan BAB V huruf D 

angka 1 angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Barito Utara tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat 

Tidak Berstatus Badan Layanan Umum Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5607); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6391); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);   

  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten 



Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 

2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 6); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Utara Nomor 5); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK 

BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :   

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. 

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito 

Utara. 

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit 

Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggaran 

program Jaminan Kesehatan. 

8. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 

kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumah pelayanan kesehatan yang 

diberikan. 

9. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana 

pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, 

diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan 

lainnya. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan dana 

non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas. 



BAB III 

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI 

 

Pasal 3 

Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh 

Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, 

Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 4 

(1) Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan 

mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi 

kepada Kepala Dinas Kesehatan.  

(2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.  

 

Pasal 5 

(1) Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat 

digunakan untuk : 

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 

b. pembayaran dukungan biaya operasional. 

(2) Rencana Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 

kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dengan persentase sebagai 

berikut : 

a. manajemen 15% (lima belas per seratus); 

b. pemberi pelayanan langsung 45% (empat puluh lima per seratus); dan 

c. penunjang 10% (sepuluh per seratus). 

(3) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) yang dimanfaatkan 

untuk Operasional Pelayanan dengan persentase sebagai berikut : 

a. Obat dan alat kesehatan/Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 20% (dua puluh 

per seratus); dan 

b. Operasional lainnya 10% (sepuluh per serarus). 

   

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 6 

Pemanfaatan dana non kapitasi dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan berikut 

perubahannya, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 




